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Law is a science that must be known by all 

people in this country. Based on Article 1 paragraph 

3 of the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia: "Indonesia is a State of Law" which means 

that every word and deed is regulated by a law. The 

law also functions as protection for children in order 

to optimize their development and growth. 

This type of research uses a normative and 

empirical legal approach, which includes theoretical 

studies, regulations, and legal concepts. And involves 

field observations to identify and analyze data and 

create detailed sub- topics based on the results of the 

identification. 

Child sexual abuse itself is any act against a 

child that results in physical, mental, sexual, 

psychological disasters and suffering, including 

neglect and ill-treatment that threatens the integrity 

of the body and guarantees the dignity of the child. 

Legal protection for children is clearly 

regulated in various laws in Indonesia, such as Law 

No. 23 of 2002 concerning Child Protection, Law No. 

13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and 

Victims, and Law No. 11 of 2012 concerning the Child 

Criminal Justice System Implementation of protection 

for victims of immoral crimes against children is to 

strive for the comfort of children and provide 

psychological consultation to restore the child's 

mental state. 
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ABSTRAK 

Hukum merupakan suatu Ilmu yang wajib diketahui oleh seluruh masyarakat di 

Negara ini. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945: “Indonesia merupakan Negara Hukum” yang mana maksud dari Negara 

Hukum tersebut adalah setiap perkataan dan perbuatan terdapat Undang-Undang yang 

mengaturnya. Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap anak agar dapat 

dioptimalkan perkembangan dan pertumbuhannya. 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, yang 

mencakup studi teori, perundang-undangan, dan konsep-konsep hukum. Serta melibatkan 

observasi lapangan untuk mengidentifikasi dan menganalisis data serta membuat rincian 

sub-pokok bahasan berdasarkan hasil identifikasi tersebut. 

Kejahatan asusila anak itu sendiri adalah setiap perbuatan terhadap anak yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, 

termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan 

merendahkan martabat anak. 

Perlindungan hukum terhadap anak diatur secara jelas dalam berbagai undang- 

undang di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Implementasi 

perlindungan korban kejahatan asusisila terhadap anak adalah mengupayakan kenyamanan 

anak dan menyediakan konsultasi psikolog untuk mengembalikan mental anak. 

Kata Kunci: Pengaturan Hukum,Anak, Kejahatan Asusila 
 

 

PENDAHULUAN 

Hukum merupakan suatu Ilmu yang 

wajib diketahui oleh seluruh 

masyarakat di Negara ini. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang- 

Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945: “Indonesia 

merupakan Negara Hukum”2 yang 

mana maksud dari Negara Hukum 

tersebut adalah setiap perkataan dan 

perbuatan terdapat Undang-Undang 

yang mengaturnya. Hukum juga 

berfungsi sebagai perlindungan 

terhadap anak agar dapat 

dioptimalkan perkembangan dan 

pertumbuhannya. 

Upaya dari negara untuk melindungi 

anak secara responsif dan progresif 

adalah pemerintah menetapkan 

Peraturan Perundang-undangan 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke 

dua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. Perlindungan terhadap anak 

adalah segala bentuk usaha untuk 

menciptakan kondisi sehingga anak 

mendapatkan hak dan kewajiban 

mereka untuk berkembang dan 

tumbuh baik secara mental maupun 

fisik sosial.3 Dengan  norma-norma 

 
 

 
 

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 3; 

3 Mhd, I. F. A. (2021). Analisis Siyasah 

Dusturiyah Terhadap Penanggulangan 

Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan 
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yang ada di masyarakat, seperti 

norma sosial, norma kesusilaan, dan 

lain-lain. Salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya tindak 

pidana pemerkosaan terhadap anak 

adalah pergaulan bebas.4 

Kejahatan asusila merupakan 

perbuatan atau perilaku yang 

menyimpang dari norma atau kaidah 

kesusilaan dan sering kita jumpai 

dalam masyarakat saat ini khususnya 

dikalangan remaja. Menurut 

Pancasila pada sila ketiga, perbuatan 

asusila merupakan pelanggaran dan 

menyimpang dari nilai moral 

seseorang. 

Kejahatan asusila akhir-akhir ini 

sangat banyak ditemui dan lebih 

parahnya lagi pelaku dari kejahatan 

asusila ini adalah anak anak yang 

masih dibawah umur. Hal tersebut 

terjadi karena anak kurang 

mendapatkan perhatian dari 

lingkungan terdekatnya sehingga 

mudah baginya untuk melakukan 

perbuatan yang menyimpang dari 

norma yang berlaku di masyarakat, 

dan perbuatan sebatas kenalakan 

remaja akhirnya menjurus pada 

perbuatan kriminal yang 

membutuhkan penanganan hukum 

secara serius. 

Dengan berlalunya waktu dan 

kemajuan teknologi saat ini anak 

dapat  dengan  mudah  mengetahui 

 

Pemerintah Pengganti Undang- Undang 

Nomor 1 Tahun 2002 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

Menjadi Undang-Undang (Doctoral 

Dissertation, Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung). 
4 Rajagukguk, A. P., Simanjuntak, S., 

Hamonangan, A., & Siregar, S. A. (2023). 

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana 

Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan 

Oleh Anak Ditinjau Dari Uu Perlindungan 

Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid. Sus- 

Anak/2019/Pn. Amb). Jurnal Rectum: 

Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 

bahkan mempelajari kejahatan 

asusila yang beredar disosial media. 

Saat ini siapapun dengan mudah 

mengakses apa saja melalui internet 

dan mudah pula untuk anak 

mengetahui mengenai kejahatan 

asusila. 

Kejahatan asusila merupakan 

perbuatan atau perilaku yang 

menyimpang dari norma atau kaidah 

kesusilaan dan sering kita jumpai 

dalam masyarakat saat ini khususnya 

dikalangan remaja. Kasus tindak 

pidana asusila sangat penting 

dibahas, agar sebagai seorang remaja 

khususnya wanita yang berumur 12- 

21 tahun dapat lebih perduli terhadap 

masalah yang terjadi di sekitar kita. 

Untuk menyadarkan kepada pihak- 

pihak yang terkait agar lebih 

meningkatkan pengawasan terhadap 

kelayakan dan keamanan karena hal 

tersebut menyangkut kepentingan 

publik.5 Berkaitan dengan hal itu 

dimana anak adalah bagian dari 

generasi muda dan merupakan 

generasi penerus cita-cita perjuangan 

bangsa.6 

Perbuatan asusila terhadap anak di 

bawah umur sangat menimbulkan 

trauma bagi korbannya, baik dampak 

psikis maupun fisik. Dampak 

psikologis yang dialami korban 

kejahatan asusila adalah trauma yang 

sangat mendalam, dan stres yang 

dialami korban dapat mengganggu 

fungsi dan perkembangan otaknya. 

Dampak fisik dari perbuatan asusila 

tersebut menjadi faktor utama 

penyebaran penyakit menular seksual 

(PMS).   Selain   itu,   korban 

 

5 Widiyanti Ninik, Kejahatan dalam 

masyarakat dan pencegahan, Jakarta : Bumi 

Aksara, 1987 hlm 11 
6 Jurnal Smart Hukum, Tinjauan Yuridis 

Dalam Upaya Menanggulangi Tindak 

Pidana Asusila YangDilakukan Anak 

Dibawah Umur, hlm. 2. 
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mempunyai kemungkinan 

mengalami luka dalam dan 

pendarahan. Dalam kasus yang parah, 

bisa terjadi kerusakan pada organ 

dalam. 

Saat ini sudah ada satu kerangka kerja 

hukum yang lengkap untuk 

memberikan perlindungan terhadap 

hak-hak anak. Perkembangan dalam 

bidang hukum yang paling penting 

adalah dikeluarkannya Undang- 

Undang Perlindungan Anak pada 

bulan Oktober 2002. Undang- 

Undang Perlindungan Anak ini 

merupakan perangkat yang ampuh 

dalam melaksanakan Konvensi Hak 

Anak (KHA) di Indonesia. Undang- 

Undang ini dibuat berdasarkan empat 

prinsip Konvensi Hak Anak: non- 

diskriminasi, kepentingan terbaik 

sang anak, hak untuk hidup bertahan 

dan berkembang dan hak untuk 

berpartisipasi.7 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pengaturan Hukum 

Terhadap Penanganan Kejahatan 

Asusila Yang Dilakukan Anak 

Dibawah Umur (Studi Penelitian 

Di Polresta Barelang)? 

2. Bagaimana implementasi, 

kendala dan solusi dalam 

Pengaturan Hukum Terhadap 

Penanganan Kejahatan Asusila 

Yang Dilakukan Anak Dibawah 

Umur (Studi Penelitian Di 

Polresta Barelang) 

 

METODOLOGI 

Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan merupakan 

penjelasan  dari  metode  apa  yang 
 

 

 

7 Ronald Oley, Keputusan Hakim Terhadap 

Kejahatan Asusila Yang Dilakukan Anak di 

Bawah Umur, Lex Crimen Vol. II/No. 
7/November/2013, Hal 34 

akan diterapkan oleh peneliti dalam 

penelitian yang akan dilakukan.8 

1. Metode Pendekatan Yuridis 

Normatif/Legal Research 

Pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama 

dengan cara menelaah teori-teori, 

konsep-konsep, asas-asas hukum, 

pasal-pasal serta peraturan 

perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penelitian yang 

ada kaitannya dengan penerapannya 

dalam praktik.9 

2. Metode Pendekatan Yuridis 

Sosiologis 

Metode pendekatan yuridis sosiologis 

atau yuridis empiris yaitu suatu 

penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti dan menelaah 

fakta yang ada, dengan pengamatan 

dilapangan kemudian dikaji 

berdasarkan peraturan perundangan‐

undangan yang terkait dengan acuan 

untuk memecahkan masalah.10 

 

Sumber Data Dan Alat 

Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer yang bersumber dari 

hasil wawancara di Polresta Barelang. 

Pengumpulan data sekunder 

dilakukan melalui penelitian 

kepustakaan dengan cara mengkaji 

buku-buku, jurnal, hasil penelitian, 

konvensi dan peraturan perundang-

undangan serta melalui media 

internet berkenaan dengan hal 

 

8 Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program 

Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batam, 

Batam, 2012, Hal.10; 
9  Ibid. p. 10; 
10 Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program 

Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batam, 

Batam, 2012, Hal.10; 
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yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. 

 

Data primer diperoleh dengan 

melakukan Penelitian lapangan 

dengan cara mewawancarai pihak 

informan dan responden yang 

berkaitan dengan objek penelitian ini. 

Adapun yang menjadi informan dan 

responden seperti Kepolisian yang 

bertugas di Unit PPA Satreskrim 

Polresta Barelang 

 

Analisis Data 

Data yang telah diperoleh tersebut, 

baik data primer dari penelitian 

lapangan, maupun data sekunder yang 

diperoleh dari penelitian kepustakaan 

digeneralisikan yang selanjutnya 

dianalisis secara kualitatif. Analisis 

data ini sebagai upaya mencari dan 

menata data secara

 sistematis untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang masalah yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai suatu temuan 

penelitian. (Idham, 2014). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis permasalahan merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk 

mencari solusi atau jalan keluar 

terhadap suatu permasalahan yang 

diteliti dan menjelaskan kaidah- 

kaidah terhadap suatu masalah 

tersebut. Analisis permasalahan 

digunakan untuk melatih seseorang 

dalam memecahkan sebuah kasus 

sehingga didapat solusi dan jalan 

keluar terkait permasalahan yang 

akan di bahas. Didalam analisis 

penulis dapat memaparkan pendapat 

serta solusi atas permasalahan yang 

akan dibahas. Terhadap analisis 

tersebut maka akan timbul sebuah 

kesimpulan   yang   mana   dari 

kesimpulan tersebut akan didapat 

saran yang nantinya berguna agar 

permasalahan yang ada tidak terjadi 

lagi. 

 

Pada grand theory penulis 

menggunakan teori Aristoteles 

mengenai Teori Kepastian hukum, 

Keadilan hukum, dan Kemanfaatan 

hukum. Pada middle theory penulis 

menggunakan Teori Sistem Hukum 

dari Mauro Capelletti memberikan 

pengertian istilah rechtsstaat sama 

dengan the rule of law. Selain itu, 

dikenal istilah the principle of 

sosialist legality yang disingkat 

dengan sosialist legality, dikenal 

dinegara-negara yang berpaham 

komunis. Unsur-unsur rechtsstaat 

menurut Scheltema, yaitu (1) 

kepastian hukum; (2) persamaan; (3) 

demokrasi; dan (4) pemerintahan 

yang melayani kepentingan umum. 

Selanjutnya, applied theory penulis 

memecahkan masalah dalam 

penelitian adalah teori perlindungan 

anak. Kedudukan anak sebagai 

generasi muda yang akan 

meneruskan cita-cita luhur bangsa, 

calon-calon pemimpin bangsa dimasa 

dating dan sebagai sumber harapan 

bagi generasi terdahulu, perlu 

mendapat kesempatan seluas- luasnya 

untuk tumbuh dan berkembang 

dengan wajar dan baik secara rohani, 

jasmani, dan sosial. Perlindungan 

terhadap anak, merupakan hak asasi 

yang harus diperoleh anak 

 

1. Pengaturan Hukum 

Penanganan Terhadap 

Kejahatan Asusila Yang 

Dilakukan Anak Dibawha 

Umur 
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Hukum banyak sekali seginya dan 

luas sekali cakupannya karena hukum 

mengatur semua bidang kehidupan 

masyarakat, tidak hanya masyarakat 

suatu bangsa tetapi juga masyarakat 

dunia yang selalu mengalami 

perkembangan dan perubahan 

 terus  menerus. 

Perkembangan sejarah kehidupan 

umat manusia senantiasa 

menyebabkan terjadinya perubahan 

tentang apa yang di maksud dengan 

hukum dari masa kemasa, sebelum 

manusia mengenal Undang-Undang 

hukum identik dengan kebiasaan dan 

tradisi yang menjadi pedoman dalam 

kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu 

hukum merupakan pertanyaan yang 

memiliki jawaban yang lebih dari satu 

sesuai dengan pendekatan apa yang 

dipakai oleh karna itu hukum pada 

hakekatnya bersifat abstrak11. 

Penegakan hukum menurut Barda 

Nawawi Arief, adalah keseluruhan 

rangkaian kegiatan 

penyelenggara/pemeliharaan 

keseimbangan hak dan kewajiban 

warga masyarakat sesuai hak dan 

kewajiban warga masyarakat, harkat 

dan martabat manusia  serta 

pertanggung jawaban masing-masing 

sesuai fungsinya secara adil dan 

merata, dengan aturan hukum dan 

perundangundangan  yang 

meruapakan perwujudan Pancasila 

dan UUD 194512. 

 

11 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, 

Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal 12 
12 Barda Nawawi Arief Penegakan Hukum 

Pidana. Grafika Pustaka, Jakarta, 2003 hal 1 

Perlindungan hukum terhadap anak 

atau perlindungan anak secara yuridis 

dapat meliputi perlindungan hukum 

anak dalam bidang hukum privat, dan 

dalam bidang hukum publik. Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan 

pengertian tentang ’perlindungan 

anak’ yaitu sebagai berikut: 

”Perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.” 

Tindakan asusila adalah perbuatan 

atau tingkah laku yang menyimpang 

dari norma-norma atau kaidah 

kesopanan di masyarakat. Penjelasan 

dalam KUHP buku II tindakan asusila 

berkaitan dengan kejahatan seksual. 

Kejahatan seksual meliputi 

pemerkosaan, penyiksaan seksual, 

pelecehan seksual dan yang lainnya. 

Terkait asusila terdapat dalam Pasal 

281 KUHP, yang berbunyi sebagai 

berikut: Diancam dengan pidana 

penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah: 

1. Barang siapa dengan sengaja dan 

terbuka melanggar kesusilaan 
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2. Barang siapa dengan sengaja dan 

di depan orang lain yang ada di 

situ bertentangan dengan 

kehendaknya, melanggar 

kesusilaan. 

Putusan dari Hakim merupakan 

sebuah hukum bagi terdakwa pada 

khususnya dan menjadi sebuah 

hukum yang berlaku luas apabila 

menjadi sebuah yurisprudensi yang 

akan diikuti oleh para Hakim dalam 

memutus suatu perkara yang sama. 

Apabila suatu perkara yang diputus 

sudah keliru dan pada akhirnya 

menjadi sebuah yurisprudensi, maka 

yang terjadi adalah tidak terciptanya 

keadilan berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa seperti yang 

dicantumkan dalam setiap putusan 

Hakim, khususnya dalam 

pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap anak korban pemerkosaan 

menurut Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak . 

2. Implementasi, kendala dan 

solusi Perlindungan Hukum 

Bagi Pekerja Migran 

Indonesia di Singapura (Studi 

Penelitian di Kedutaan Besar 

Republik Indonesia di 

Singapura) 

Perananan polisi dalam penegakan 

hukum dapat ditemukan dalam 

perundang-undangan yang mengatur 

tentang hak dan kewajiban polisi 

yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Dalam Undang- 

Undang tersebut memberikan 

kewenangan  kepada  polisi  untuk 

menyelesaikan perkara pelecehan 

seksual. 

Implementasi penanganan kejahatan 

asusila terhadap anak di kepolisian 

sangatlah vital dalam rangka 

memberantas tindakan ini. Polisi 

sebagai lembaga penegak hukum 

harus memiliki peran yang kuat dalam 

melindungi anak-anak dan mengusut 

tuntas kasus kejahatan asusila 

terhadap mereka. Berikut adalah 

beberapa langkah yang dapat diambil 

untuk meningkatkan implementasi 

penanganan kejahatan asusila 

terhadap anak di kepolisian: 

1. Peningkatan Pelatihan: 

Kepolisian perlu memastikan 

bahwa semua petugas yang 

terlibat dalam penanganan kasus 

kejahatan asusila terhadap anak 

telah mendapatkan pelatihan 

yang memadai. Pelatihan ini 

harus mencakup pemahaman 

mendalam tentang hukum, etika, 

teknik wawancara yang sensitif, 

dan kebutuhan khusus anak 

sebagai korban kejahatan asusila. 

Dengan meningkatkan 

kompetensi petugas, penanganan 

kasus dapat dilakukan dengan 

lebih baik dan profesional. 

2. Pendirian Unit Khusus: 

Keberhasilan penanganan kasus 

kejahatan asusila terhadap anak 

di kepolisian juga dapat 

ditingkatkan dengan mendirikan 

unit khusus yang bertanggung 

jawab atas penanganan kasus 

tersebut. Unit ini harus terdiri 

dari petugas yang terlatih khusus 

dan memiliki pengetahuan yang 

mendalam mengenai kejahatan 

asusila terhadap anak. Tugas unit 

ini meliputi penyelidikan, 

penyidikan, dan pelaporan 

semua kasus kejahatan asusila 

terhadap anak dengan cepat dan 

efektif 
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3. Kerja Sama dengan Lembaga 

Terkait: Kepolisian juga harus 

menjalin kerja sama yang erat 

dengan lembaga terkait seperti 

Dinas Sosial, Rumah Sakit, dan 

psikolog anak. Kolaborasi ini 

sangat penting untuk 

memberikan dukungan yang 

tepat kepada anak-anak yang 

menjadi korban kejahatan 

asusila. Dengan kerja sama yang 

baik, penanganan kasus dapat 

berjalan lebih baik dan korban 

dapat  mendapatkan 

perlindungan dan pemulihan 

yang layak. 

4. Edukasi dan Kampanye: Selain 

penanganan kasus, kepolisian 

juga harus memiliki peran dalam 

pendidikan dan kampanye publik 

untuk mencegah kejahatan 

asusila terhadap anak. 

Pendidikan harus diberikan 

kepada orang tua, guru, dan 

masyarakat umum mengenai 

cara mengenali tanda-tanda 

kejahatan asusila , langkah- 

langkah pencegahan, dan cara 

melaporkan kasus kejahatan 

asusila . Melalui kampanye yang 

efektif, kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya perlindungan 

anak dapat ditingkatkan. 

5. Perlindungan  Korban: 

Kepolisian juga harus 

memastikan bahwa korban 

kejahatan asusila mendapatkan 

perlindungan yang memadai. Ini 

termasuk memberikan akses ke 

layanan kesehatan, konseling, 

dan bantuan hukum yang 

diperlukan. Perlindungan 

terhadap identitas korban dan 

kerahasiaan informasi juga harus 

dijaga dengan ketat agar tidak 

menambah traumatisasi yang 

dialami oleh korban. 

Dalam kesimpulan, implementasi 

penanganan kejahatan asusila 

terhadap anak di kepolisian harus 

menjadi prioritas yang tinggi. Melalui 

pelatihan petugas, pendirian unit 

khusus, kerja sama lembaga terkait, 

kampanye edukasi, dan perlindungan 

korban yang baik, upaya memerangi 

kejahatan asusila terhadap anak dapat 

dilakukan dengan lebih efektif. 

Semua pihak, baik itu pemerintah, 

kepolisian, maupun masyarakat, 

harus bekerja sama untuk 

menciptakan lingkungan yang aman 

dan melindungi generasi masa depan 

yang rentan ini. 

Sesuai dengan amanat Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak Pasal 15 yang salah satu isinya 

berbunyi bahwa setiap anak berhak 

untuk memperoleh perlindungan dari 

kejahatan seksual, hal ini selalu 

berusaha diupayakan oleh berbagai 

pihak dengan cara memberikan efek 

jera pada pelaku melalui pidana 

penjara. Setiap tahunnya, Kepolisian 

Resor Kota Barelang melakukan 

evaluasi pencatatan kasus mulai dari 

kasus yang masih berjalan hingga 

kasus yang sudah sampai pada tahap 

putusan 

Tindak pidana kejahatan asusila 

terhadap anak merupakan masalah 

yang sangat serius. Kejahatan asusila 

terhadap anak tidak hanya akan 

menimbulkan dampak yang secara 

fisik tetapi juga dampak secara 

mental. Dampak secara fisik tidak 

membutuhkan waktu yang terlalu 

lama untuk mengobatinya, tetapi 

dampak secara mental bias 

membutuhkan waktu bertahun-tahun 

agar dapat pulih seperti sediakala. 

Bahkan, ada juga yang sampai 

melakukan bunuh diri. 
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KESIMPULAN 

Dari penelitian tersebut, peneliti 

menarik beberapa poin kesimpulan 

yaitu: 

1. Perlindungan hukum terhadap 

anak diatur secara jelas dalam 

berbagai undang-undang di 

Indonesia, seperti Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, serta 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Undang-undang ini 

memberikan landasan untuk 

memberikan perlindungan dan 

pemulihan kepada anak-anak yang 

menjadi korban kejahatan asusila. 

Hak anak untuk mendapatkan 

perlindungan, perhatian, kasih 

sayang, dan pendidikan yang optimal 

untuk kesejahteraan hidupnya dijamin 

dalam peraturan perundang- 

undangan. Hal ini mencakup 

pendampingan medis, psikososial, 

rehabilitasi sosial, serta jaminan 

keselamatan fisik, psikis, dan sosial 

bagi korban kejahatan asusila. Proses 

rehabilitasi medis dan sosial yang 

diatur dalam undang-undang 

bertujuan untuk mengembalikan 

kondisi fisik dan psikis korban 

kejahatan asusila, serta memulihkan 

fungsi sosial mereka dalam 

masyarakat. Implementasi 

perlindungan khusus terhadap anak 

korban kejahatan asusila melibatkan 

tanggung jawab pemerintah, 

pemerintah daerah, dan lembaga 

negara lainnya. Hal ini mencakup 

upaya pembinaan, pendampingan, 

dan pemulihan sosial secara holistik. 

Dengan demikian, perlindungan 

hukum terhadap anak tidak hanya 

memastikan   hak-hak   mereka 

terlindungi, tetapi juga memastikan 

bahwa mereka mendapatkan 

perawatan dan rehabilitasi yang 

sesuai untuk pemulihan mereka. 

Upaya ini penting untuk menciptakan 

lingkungan yang aman bagi anak-

anak agar mereka dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal, bebas 

dari segala bentuk kekerasan dan 

diskriminasi. 

2. Implementasi perlindungan korban 

kejahatan asusisila terhadap anak 

adalah mengupayakan kenyamanan 

anak dan menyediakan konsultasi 

psikolog untuk mengembalikan 

mental anak. Peran polisi dalam 

penegakan hukum terhadap kejahatan 

asusila terhadap anak sangat penting 

implementasi penanganan kejahatan 

asusila terhadap anak di kepolisian 

memerlukan langkah-langkah 

konkret seperti peningkatan pelatihan 

petugas, pendirian unit khusus, kerja 

sama dengan lembaga terkait, edukasi 

dan kampanye publik, serta 

perlindungan korban. Faktor-faktor 

yang menyebabkan meningkatnya 

kasus kejahatan asusila terhadap anak 

antara lain pengaruh teknologi, 

alkohol, situasi, peranan korban, 

lingkungan, tingkat pendidikan yang 

rendah, pekerjaan, dan rasa ingin tahu 

anak. Masyarakat dan kepolisian 

perlu bekerja sama untuk mengatasi 

meningkatnya kriminalitas dan 

memperkuat penegakan hukum dalam 

melindungi anak-anak dari kejahatan 

asusila. Dengan 

mengimplementasikan langkah- 

langkah yang telah disarankan, 

diharapkan penanganan kasus 

kejahatan  asusila  terhadap  anak 
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dapat dilakukan lebih efektif dan 

menyeluruh, memberikan 

perlindungan yang lebih baik bagi 

korban serta mencegah terjadinya 

kejahatan tersebut di masa depan 

SARAN 

1. Penyediaan Layanan Konsultasi 

Psikologis: Perlunya memastikan 

ketersediaan layanan konsultasi 

psikologis yang terjangkau dan 

berkualitas untuk anak-anak korban 

kejahatan asusila. Layanan ini krusial 

untuk mendukung pemulihan mental 

anak dan membangun kembali 

kepercayaan diri mereka. Serta 

kolaborasi masyarakat dan kepolisian 

perlu meningkatkan kerjasama dalam 

melawan kejahatan asusila terhadap 

anak. ini termasuk pendidikan 

masyarakat tentang pentingnya 

melaporkan kasus kejahatan, serta 

memperkuat kepercayaan 

masyarakat terhadap penegakan 

hukum. 

2. Pencegahan Melalui Pendidikan 

dan Kesadaran: Edukasi publik yang 

terus-menerus perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kesadaran akan bahaya 

kejahatan asusila terhadap anak dan 

upaya pencegahannya. Ini melibatkan 

orang tua, guru, dan masyarakat 

umum dalam mengenali tanda-tanda 

kejahatan serta cara melindungi anak-

anak. Serta perlu adanya mekanisme 

evaluasi dan pemantauan secara 

berkelanjutan terhadap implementasi 

perlindungan hukum terhadap anak. 

Hal ini untuk memastikan bahwa 

upaya perlindungan yang dilakukan 

berjalan efektif dan tepat waktu 
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